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PERATURAN B UP ATI PONTIANAK
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGER1 SIPIL Dl LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

B UP ATI PONTIANAK,

M(;nimbang : a  bahvva sesuai dengan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintal

Nomor 58 Tahun 2005, Pcmcrintah dacrah dapat mcmberikar
tambahan penghasilan kcpada pegawai negeri  sipil  dacral'
berdasarkan  perlimbangan  yang  objcktif  dengar
memperhatikan kemampuan kcuangan daerah dan memperolel"
persetujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah sesuai dengar
ketentuan peraturan perundang @ undangan;

b  bahwa sehubungan dengan mcningkatnya beban kerja Pegawai
Negeri  Sipil  dalam  memberikan  pelayanan  khususnya
pelayanan  kepada  masyarakat  dipandang perlu  dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupali  Pontianak Nomor 7
Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil Kabupaten Pontianak;

c  bahwa  tambahan  penghasilan  merupakan  peningkatan
kesejahteraan pegawai yang diberikan kepada pegawai negeri
sipil dan calon pegawai negeri sipil;

d  bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, Imruf b, dan huruf
c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak;

vlengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penelapan

Undang@Undang Darurat  Nomor 3  Tahun  1953  tentang
Pembentukan Daerah Tingkal II di  Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun  1953  Nomor 9)  sebagai  Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Tahun  1959  Nomor  72,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1 820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun  1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43  Tahun  1999
(Lembaran Negara Tahun  1999 Nomor  169,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);



5. Undang@Undang Nomor 1 Tahun 2004 icnlang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tuluin 2004 tcnlang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab .Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2005  tentang

Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan antara  Pusal dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 lenlang PembenUikan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201 I Nomor X2. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan  Pemcrintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

1 1. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

dirubah beberapa kali,  lerakhir dengan Peraluran Mcnteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 ;

12. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Produk Ilukum Daerah (Berila Negara Republik

Indonesia Tahun 201 1 Nomor 694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003

tentang  Pokok -  Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Sen E Nomor 01 )

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun

2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010

tentang Pembenlukan  dan  Susunan  Organisasi  Pcrangkat

Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 1).



MEMUT USKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN BUI'ATI  PONTIANAK TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL 1)1 LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Pontianak;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pontianak;

5. Pegavvai Negeri Sipil adalah Pegawai Negcri Sipil Daerah Kabupalen Ponlianak;

6. Pejabat Struktural adalah pegawai negeri .sipil yang diangkal dalam jabalan struklural
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-unclangan yang bcrlaku;

7. Staf Ahli adalah pejabat eselon II sebagai unsur stafyang membantu Bupati Pontianak;

8. (Coordinator Pengelola Keuangan Daerah adalah Sekrclaris Daerah Kabupaten Pontianak;

9. Bendahara Uniiim Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Kepala
Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah Kabupaten Pontianak;

10.Pengguna Anggaran adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak:

ll.Kuasa  Pengguna Anggaran  adalah  pejabat  struktural  yang diberi  kuasa  untuk
melaksanakan sebagian kevvenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

12.Pengendali Kegiatan SKPD adalah pejabat yang diserahi tugas mengendalikan kegiatan
SKPD dan/atau Pejabat Eselon III Satuan Kerja Perangkat Daerah;

13.Pengendali  Kegiatan  PPKD adalah  pejabat  yang  diserahi  tugas  merumuskan,
melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan PPKD dan/alau Pejabal Eselon III Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

14.Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjulnya disingkal PPK adalah Pejabat Eselon
IV SKPD/SKPKD yang melaksanakan Ilingsi perencanaan. pengendalinn, dan pclaporan
keuangan daerah;

15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjulnya disingkal PPTK adalah Pejabal eselon
IV dan/atau unsur stafyang dilunjuk untuk melaksanakan salu alau beberapa kegiatan clari
program sesuai dengan bidang tugasnya;

16.Guru adalah Guru TK, SD, SMP, SMA/SMK;

17.Pamong Belajar adalah pamong belajar pada Sanggar Kcgialan Belajar;

18.Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah TK. SD, SMP. SMA/SMK;

19.Penilik Sekolah adalah Penilik TK. SD;

20.Pengawas Sekolah adalah Pengawas SMP dan SMA/SMK;

21.Tambahan penghasilan adalah penghasilan sang diberikan kcpacla pegavvai negeri sipil
daerah Kabupaten Pontianak dalam rangka peningkatan kesejahleraan berdasarkan beban
kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

12. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah lambahan penghasilan yang
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyclcsaikan
tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

!3. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempal tugas adalah tambahan penghasilan yang
diberikan kepada pegavvai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan sangal lerpeneil;



24.Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kcrja aclalah lanibahan pcnghasilan yang
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mclaksanakan bcrada pada lingkungan
kerja yang memiliki risiko tinggi.

25.Tambahan penghasilan berdasarkan kclangkaan prolesi  lanibahan pcnghasilan yang
diberikan kepada pegawai  negeri  sipil  yang dalam mengemban  lugas  memiliki
keterampilan khusus dan langka.

BAB I!
TAMBAMAN 1'ENGI IASII.AN

Pasal 2
(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tamhahan penghasilan pegawai ncgcri sipil dacrah

Kabupaten Pontianak.
(2)Tambahan Penghasilan Pegavvai Ncgeri Sipil Dacrah diberikan berdasarkan krilcria :

a. Tambahan penghasilan berdasarkan bcban kerja;
b. Tambalian penghasilan berdasarkan lempat berlugas;
c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 3
(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagainiana dimaksud Pasal 2 aval (2)

huruf a merupakan peningkatan kescjahteraan pegawai, dibcrikan kepada :

a. Pejabat Stuktural di lingkungan Pemerinlah Kabupalcn Ponlianak yang clibebani
pekerjaan selaku Koordinalor Pengelolaan KcLiangan. Bendahara Umum Daerali,

Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pcjabal I'claksana Tcknis Kcgiatan, Pejabal
Pengendali  Pengelolaan Keuangan Daerah,  Pejabal  Pelaksana Sislcni  Infonnasi
Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Asisten Sekretaris Daerah yang dibebani pekerjaan membantu Sekretaris Daerah selaku
Pengguna Anggaran di lingkungan Sekrelarial Daerah;

e.  Staf Ahli  Bupati  yang dibebani  lugas  niembaiilu  Bupali  dalam  penelaahan
penyelenggaran Pemerintahan Daerah;

d. Inspektur Pembantu dan Pemeriksa di Lingkungan Pemerinlah Kabupaten Pontianak
yang dibebani pekerjaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan
sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Pejabat Fungsional  Tertentu,  Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan,
Auditor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponlianak yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

f. Guru taman kanak-kanak, guru sekolah dasar, guru SMP/SMA/SMK. Pamong Belajar
SKB yang dalam melaksanakan tugasnya diberikan beban pekerjaan pembentukan
karakter anak didik;

g. Kepala Sekolah TK/SD, Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK yang dalam melaksanakan
tugasnya diberikan beban pekerjaan pengendalian manajemen sekolah;

h. Penilik/Pengawas  TK/SD,  Penilik/Pcngawas  SMP/SMA/SMK  yang  dalam
melaksanakan tugasnya diberikan beban pekerjaan mengawasai  penyelenggaraan
pendidikan;

i.  Penatausahaan SMP/SMA/SMK di lingkungan I'emerinuih Kabupalcn Ponlianak yang
dalam melaksanakan tugasnya diberikan beban pekerjaan membanlu Kepala Sekolah
dalam pengendalian manajemen sekolah;

j.  Instruktur LLK-UKM di lingkungan Pemerinlah Kabupalen Ponlianak;

k. Dokter umum.  dokter  gigi, paramedik  keperawalan  dan  parameclik non

keperavvatan, pambantu paramedik non keperawalan, dan apoicker RSUD dr. Rubini;



1.  Tenaga medik dan paramedik puskesmas clan puskesmas pembantu yang dibebani
pekerjaan memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat;

m. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil-wakil
Ketua DPRD, Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Sekretaris Daerah, Supir
Asisten  Setda,  Supir  Ketua  DPRD,  dan  Supir  Wakil-Wakil  Ketua  DPRD,
Penatausahaan Sekretariat Daerah, Ahli  Sandi,  Bukan Ahli  Sandi,  Verifikator
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah. Operator Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Bendaharawan Pengeluaran,  Pembantu Bcndaliaravvan Pengeluaran, Bendaharavvan

Penerimaan, Bendaharawan Bantuan, dan Still" di I.ingkungan Pemerintah Kabupatcn

Pontianak;

o. Pejabat  Fungsional  lainnya,  Petugas  Pcrpuslakaan  Daerah.  Pelugas  Pelayanan

Perizinan, Apoteker, Operator Sistem Inibnnasi Manajemen di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pontianak;

p. Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pcmerintah Kalnipmen Ponlianak:

q. Operalor telekotnunikasi, pelugas keamanan dan kelerliban Kecamalan di lingkungan

pemerintah Kabupaten Pontianak;

(2)Pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil scbagaimana dimaksud pada aval
(1)huruf a sampai dengan huruf q berdasarkan beban pekerjaan yang melebihi beban kerja
normal;

(3)Besarnya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud aval (I )
tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4
(1)Tambahan penghasilan berdasarkan tempal bcrtugas sebagaimana dimaksud pasal 2 aval

(2)huruf b merupakan peningkalan kcsejahleraan pegawai, dibcrikan kepada :

a. Guru Sekolah Dasar dan staf yang dalam melaksanakan lugasnya bcrada di daerah yang
memiliki tingkat kesulitan linggi dan/atau daerah leipeneil;

b. Tenaga medis dan paramedis yang dalam melaksanakan lugasnya berada di daerah
memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(2)Penentuan kriteria tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan tempat berlugas
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;

(3)Besarnya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil .sebagaimana dimaksud pada aval (1 )
tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5
(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2)

huruf c merupakan peningkatan kesejahtcraan pegawai yang diberikan kepada Tenaga
Paramedis RSUD dr. RUBINI Mempawah yang dalam melaksanakan lugasnya berada
pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

[2) Besarnya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada aval (1)
tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6
1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan prol'esi sebagaimana dimaksud Pasal 2

ayat (2) huruf d merupakan peningkatan kescjahleraan pegawai yang diberikan kepada
dokter spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan klnisus dan langka.

"2) Besarnya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.



Pasal 7
(1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan;

(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan dan/alau dipeibantukan kepada instansi
di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah sepanjang lidak mcndapat Tambahan Penghasilan

dan/atau bentuk tunjangan lainnya dari inslansi dimana pegawai negeri sipil tcrsebul
dipekerjakan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Slaf sebagaimana dimaksud Pasal 3

huruf n:

(3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan dan/alau diperbanlukan kepada inslansi

di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lelali mendapal Tambahan Penghasilan

dan/atau Tunjangan  lainnya dari  instansi  dimana  pegawai  negeri  sipil  tersebut

dipekerjakan tidak diberikan lagi Tambahan Penghasilan;

(4) Pegawai Negeri Sipil  Pusat dan/atau Pegawai Negeri  Sipil  daerah lainnya yang

diperbantukan/dipekerjakan pada Satuan Kerja Pemerinlah Kabupaten Pontianak berhak

mendapat Tambahan Penghasilan;

(5) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah masing-
masing.

Pasal 8
(1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mclaksanakan tugas melebihi beban tugas yang

diberikan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan ;

(2) Tambahan penghasilan bagi calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud aval (2)

dapat diberikan paling tinggi 80% dari besaran lambahan penghasilan yang beiiaku.

Pasal 9

(1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (2) ilapal dilerinia
secara utuh, dan dengan memperhatikan slandar pengukuian kineija.

(2) Standar pengukuran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud aval (I) melipuli :

a.Kehadiran yang dibuktikan dengan rekapilulasi  kchadiran pegawai yang ditanda

tangani oleh pimpinan SKPD dan/atau pejabal yang diserahi lugas kepegawaian;

b.Laporan kegiatan pelayanan bagi tenaga medis; dan

c. Laporan kunjungan ke sekolah bagi Penilik/Pcngawas TK/SD, SIVIP/SMA/SMK.

(3) Bentuk, tata cara pengisian standar pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB 111
PENILAIAN DAN Pl'MIVWAKAN

Pasal 10
(1)Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan secara berjenjang pada setiap satuan kerja

perangkat daerah dan dilaksanakan setiap bulan pada avval bulan bcrikutnya;

(2) Pembayaran tambahan penghasilan unluk akhir talum anggaran dilakukan pada akhir bulan
berkenaan;

'3) Pembayaran tambahan penghasilan dapal diajukan oleh bendaharawan pengeluaran selelah

persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 aval (2) sudah lerpenuhi;

^4) Kepala satuan kerja perangkat daerah berlanggungjawab lerhadap penilaian;

^5) Tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan scsuai kclentuan yang berlaku.



BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGUNDALIAN

Pasal 1 I

(1) Pengawasan penilaian Pegavvai  Negeri  Sipil  Daerah.  calon Pegawai Negcri  Sipil
dilakukan oleh Kepala Satuan Kcrja Perangkal Daciah dan/alau olch pejabal yang
membidangi aparatur pada Satuan Kcrja Perangkat Daciah dan dilaporkan kepada
Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian;

(2) Dalam hal pembayaran tambahan bagi Pegavvai Negcri Sipil / calon Pegawai Negeri Sipil
harus disetujui oleh kepala satuan keija masing-masing;

(3) Apabila pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembayaran tambahan
penghasilan tidak mentaati ketentuan di alas, dapal dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.

BAB V
KETRNTUAN PHNWTUP

Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Bupali ini, maka tambahan penghasilan berdasarkan beban kcrja
sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Bupati  Pontianak Nomor  7 Tahun 2009,
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasa! 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Bupati ini densjan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

ditetapkan di Mempawah
Or n langkan dl Mempawah l5ada tan88al  23-12-201 3
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LAMPIRAN I PERATURAN BUI'ATI PONTIANAK
NOMOR  : 42 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 - I 2 - 201 3
TENTANG  :  TAMBAI IAN PHNGI [ASM ,AN HAG

NEGERISIPILDAKRAII.
I'EGAWAI

BESARAN TAMBAHAN PENGHAS1LAN PEGAWAI NIXil-.RI SII'IL BERDASARKAN
BEBAN KERJA PER BULAN BAGI PE.IABAT STKUKTURAL SELAKU KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAII,  BENDAIIARA UMUM DAIZRAIL KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH,  PENGGUNA AN(i(iAKAN.  KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,  PE.IABAT PENATAUSAHAAN KEUANCiAN.  PP..IABAT PEI.AKSANA
TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENGENDALI PENGELOLAAN KEUANGAN DAI-RAM,
PEJABAT PELAKSANA  SIPKD  Dl  LINGKUNCiAN  PI-MF.KINTAM  KABUPATEN

PONT1ANAK.

JABATAN BESARNYA
TAMBAHAN PENGHASIIAN

1.
2.

4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

17.

19.

K coordinator Pengelola Keuangan Daerah
Bendshar.iwan Umum Daerah
Kuasa Bendaharawan Umum Daerah
PenggLina Anggaran (Secretariat DPRO, Oin.is, Bacl.iri
Pengguna Anggaran (Jn^pektorat Kabupaten)
Pengguna Anggaran RSUD dr. Rubini Mempawah
Pengguna Anggaran (Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanari Terpadu)
a. Golongan IV
b. Golongan 111
Pengguna Anggaran (Kantor dan Satuan Pol PP)
a. Golongan iV
b. Golongan Jil
Pengguna Anggaran (Kecamatan)
Pengguna Anggaran (Kelurahan)
Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Peiabat Esolon III.
pada Sekretariat paerah,_Sekretar;Jat OPRD, Irban
Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau P&jabat Esolon HI..
pada Bad an, Dinas
Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau I'ejabat Eselon III
.Pengendaii.Pendapatan Daerph.p.ada...PPKO
Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Esolon ill
Pengendali Pengelola Keuangan Daerah, Pengendali Si
Informasi Keuangan Daerah dan Barang fviilik Dacr^h p,
PPKD
Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat tselon Ul.i.

a. Golongan iV
b. Golongan Ml
Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabai Esslon III.I

a.  GoJongan (V
b-  Goiongan U\

uasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejab^t Eseion ID.t
pada Kecarnatan
a. GoJongan IV
b. Golongan IJ)
Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah.
Sekretariat OPRD, Dinas Pendidikan, Dlnas Kesehatan, C
PU, DPPKAD, Dinas Pertanian Peternakan, Perkebunan cl
Kehutanan
a. Golongan IV
b. Golongsn JJ5
Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan, Dinas lainnya
Inspektprat Kabupaten, dan RSUD dr Rubini
a. Golpngan IV
b. Golongan 111
Pejabat Penatausahaan Keuangan Kjntor, Sdtujin PoI"i.-i
Pannon^Praja, dan Kecarnatan
a. Goiongan IV
b. Golongan Jti
Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurah^n

Rp
Rp
Rp
HP .

ftp
Rp
RP.

Rp

Rp

h

Rp..

Dinos
clan

Rp..

PR.

r'p.

9-000.000,00
a. ooo. ooo. oo
4.000.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
3.000.000,00

3.000.000.00
2.750.000,00

2.750.000,00
2.300.000.00
2.750.000,00
1.250.000.00
2.500.000,00

2.250.000,00

2.750.000,00

2.500.000.00

2.000.000,00
1-750.000.00

.1.750.000,00
1.-500.000,00

.1-500.000.00
1.300.000,00

.2.000.000.00
1.7S0.O00.pO

]. 750. 000,00
1.500.000,1 kJ

1. 350.000,Cm
1-200.000.0' I
1.000.000.00



B. BESARAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  BAGI  PP.GAWAI  NEGERI  SIP1L
BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI PPTK SKPD Dl LINGKUNGAN
PEMERtNTAH KABUPATEN PONTIANAK

C.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  BAGI  1'1-GAWAI  NliGliRI  SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KER.IA PER BULAN BAG!  ASISTliN DAN STAT A! II.I
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

D.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGIIASILAN  BACil  I'
BERDASARKAN  BEBAN  KER.IA  PER  BULAN  BAG
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATI-N

i'(.jaw a i  ni;gi;ri  sipil
I  PE.IABAT FUNGSIONAL
PONTIANAK.

NO

1

6.
7.

JABATAN

2

PejabatPelaksanaTeknisKegiatanDinas,Badan,
SekretariatDaerah,SekretariatDPRD, Inspektorat
3. GoionganIV
b. Golonganlit
PejabatPelaksanaTeknisKegiatanpadaPPKD
a. Goiongan\
b. GolonganMi
PejabatPeJaksanaTeknisKegiatanpadaR5L*Ddr. Rubini
a. GolonganIV
b. Goionganili
PejabatPeiaksanaTeknisKegiatanpadaSatuanPolisi
PamongPraja,Kantor
a. GolonganIV
b. Golongan111
PejabfltPeiaksanaTeknisKegiatanKantorPenanaman
ModaldanPelayananTerpadu(KasiPelayananPeri.-in.vn)
a. GoionganIV
b. Golongan111
PejabatPelaksanaTeknisKegiatanKecamat-sn
PejabatPelaksanaTeknisKegiatanKeiurahan

BESARNYA
TAMBAHANPENGHASILAN

3

Rp 1.200.000,00
Rp 1.050.000,00
Rp 950.000.00
Rp 850.000,00

NO

1

1.
2.

JABATAN

' 2

AssistenSekretariatDaerah
StafAhli

BESARNYA
TAMBAHANPENGHASILAN

3

Rp 5.000.000,00
Rp 3.500.000,00

NO

1

1.

2.

3.

JABATAN

2

PejabatPengawasPenyelenggaraanPemerintahan
a. GolonganIV
b. GolonganIII
Auditor
a. GolonganIV
b. Golonganill
JabatanFungsionalTertentu
a. MedikVeteriner
b. Apoteker(UPTPerbek3lanFarmasi)
c. Appraisal
d. InstrukturLLKUKM

GolonganIV
Golongan\ i
GoJongan)1

e. AnalisPerencanaan
f. AnalisKepega v̂aian
g.:. A'SP îs

- GoionganMi
- Golonganli

h. Pustakawan
- GoJonganHI
- GofonganII

BESARNYA
TAMBAHANPENGHASILAN

3

Rp 1.000.000,00
Rp 900.000,00



E.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  BAG!  I'EGAWAI  NEGERI  SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KER.IA PER BULAN BAG! GURU DAN PAMONG BELAJAR
SKB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

BESARAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  BAG]  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL
BERDASARKAN  BEBAN  KERJA  PER  BULAN  BAGI  KEPALA  SEKOLAH.
PENILIK/PENGAWAS SEKOLAH, PENATAUSAHAAN SEKOLAH. PENJAGA/TUKANG
KEBUN DAN PRAMUSAJI SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PONTIANAK.

G.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  BAG!  PKGAWAI  NEGER]  SIPM.
BERDASARKAN  BEBAN  KER.IA  PER  BUEAN  BAGI  MEDIS.  PARAMEDIK
KEPERAWATAN, PARAMEDiK NON KEPERAW@A'l'AN. APOTEKER Dl RSl'l) dr.
RUBIN! MEMPAVVAH.

NO

1

1.

2.

3.

JABATAN
r 2

GuruSertifikasi
a. GolorganIV
b. Go3onganIII
c. GotonganII
GuruNonSertifikasi
a. GolonganIV
b. GolonganIII
c. GolonganIt
PamongBeflajar
a. GolonganIV
b. GolonganIII
c. GolonganIt

BESARNYA
TAMBAHANPENGHASILAN

3

Rp 900.000,00
Rp 300.000,00
Rp -

NO

1

3.

4.

JABATAN

2

KepalaSekofah
a. GolonganIV
b. Golongan11!
PenilikSekolah
a. GoionganIV
b. GolonganIII
Pengav̂ asSekolah
a. GoionganIV
b. GolonganIII
PenatausahaanSekolah (SMP,SMA/SMK)
a. PenatausahaanSekolah(SMP,SMA/SMK)Gnlorif;..-in II!
b. PenatausahaanSekolah(SMP.SMA/SMK)Golony.-ui il
c. PenjagaSekolah,TukangKebun,Pramusaji Cjol.l clanI

BESARNYA
TAMSAHANPENGHASILAN

3

Rp 600.000,00
Pp 550.000.00
Rp 550.000.00

NO

1

1. .

2.

JABATAN

2
' MED1K

1.1 DokterUmumTetap
St. GolonganIV
b. Golongan111

1.2 DokterGioi
a. GolonganIV
b. Golongan111

PARAMEDIK
2.1 ParamedlsPoiiklinik

a. PerawatDiploma111 GolonganIV
b. PerawatDiploinaIIIGolongan1(1
c. PerawatDiploma111GolonoanII
d. PerawatSPKGolonganIV
e. PerawatSPKGolongan ill
f. PerawatSPKGolonoanII

BESARNYA TAMBAHAN
PENGHASILAN

5

Rp SOO.OOO.CO
Rp 675.000.00
Rp. .575.0.0.0,00
R.l.) 750.000,00
Rp 650.000,00

...Rp 550,000,00



2.2 Parameclik Ruan^an

b. Perawat SI / Diploma IV
c. Perawat Diploma 111 Golpngan IV
d.. .Perawat .D.ipjoma 111 Gqion^an 111
e. Pera.VY.at. Diploma HI Golongan II
f. Perawat Diploma {II Anesthesi

h.  Pera.wat.SPK G.olon^an ID

PARAMEDIK WON KE ERAWATAi\

. Gpiongan IV
b. Gqlqngan ill

3. 2 Tamaian pi.p_|orria l.i.f..
a. Golongan 1IJ
b. Gojongan II

..?- 3... Tamatan SLTP/SLTA Sederajaci
a. Golongan in
b. Golongan i dan I)

P EM BA NJU PAR A ME D J K NON X EP E RAW ATA N_
4. 1 Golongan 1J f
4. 2 .Gqjonjgan I dan !|
SOP1R AMBULANCE
5. 1 Gqlqngan HI
5. 2 GolonganJI
PSKOLQG DAN SARJAr-JA PSjKOLOGI

...9..:  ̂...?..?.'.̂ .9.!Pi>
6. 2 Sarjana Psikoiogy
APOTEKER DAN SARJAMA FARM AS I
.?@ @f.... A..P..9te^e.r
7. 2 Sarjana farmasi

HCSAflNYA TAMIJAHAN
pi:ng;hasii_an

H.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  BAGI  I'EGAYVAI  NEGIIRI  SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KER.IA PER BULAN BAGI lil-lNDAI IARA PENGELUARAN,
PEMBANTU BENDAHARA. BENDAHARA DANA BANTUAN I'PKD Dl LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

I.  BESARAN  TAMBAHAN  PENG I IASII.AN  UACil  PECiAWAI  NEGERI  SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERM PER BU1..AN BAG! liKNDAIIAKA PKNERIMAAN 1)1
LfNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PON IIANAK.

Rp
Rp ..
Rp
Rp
Kp ...
R.p. .
Rp.
Rp
Rp . .

Rp
R::i

Rtj

R(i

Kp.
pP...

R.P.....
Rn.. .

RP ..
"P...

Rp ...
nP. .

tip

';p

1.000..QUO,00
850.000,00
850.000,00
750.000,00
700,000,00

.....1.000.000,00
900.0.00.Op
800,000,00
700.000,00

.550.000,00

55G.GC0,0C
850.000,00

750.000,00
675.000,00

050.000,00
550.000.00

600.000,00
500.000,00

SGO.OCCOO
7i.o..oco.i:iO

cJ50.000,00
750.000,00

35CI.OOO.orj

NO

1

2.

3.

JABATAN

2

BenctaharawanPengeluaran
a. GolonganIII
b. Golonganii
PembantuBendaharawanPengekiaran
a. Golongan111
b, Golonganli
BendaharawanBantuanPPKD
a. GcjtonganIII
b. Golongsnf(

EESARNYA TAMBAHANPENGHASILAN

PAGUANGGARAN
s/dRp.3MILYAR

3

Rp 850,000.00

Rp 800,000.00
Rp 725,000.00

PAGUANGGARAiM
Rp.3MILYAHs/c!

Rp.lOMILYAF!
r j

ftp 950,000.00

Rp l.OOO.noO.OU
r.i) '.'W.iu'i'i.i-u

PAGUANGGARAW
Rp.lOMILyARs/d

R|).50MILYAR
5

Rp 1,000,000.00

Re 1,100,000.00
Rn 1,OOP.000.00

PAGUANGGARAN
LEBIHDARI

Rp.50MILYAS
6

Ro 1,250,000.00
tip 1.100,00000

NO

1

1.

2

JABATAN

2

bendaharawanPenerimaan
a. GolonganIM
3. Gotongan11
BendaharawanPenerimaanPPKD
a. Golongan111
b. GolongsnH

EE5ARNVA TAMBAHANPENGHASILAN

PAGUANGGARAN
s/dRp.lMILVAR

3

Rp 825.000,00
Rp 750.000,00

PAGUANGGARAN
Rp.lMILYARs/d

Rp.10MILYAR

.1

Dp 1.000,000.u(]
Rp 900.000.LiO

PAGUANGGARAF-J
Rp.iOMILYARs/d

Rp.5OMILYAR
5

kp 1.050.000.00
Rp 975.000,00

PAGUANGGARAN
LEB1HDARI

Rp.5OMILYAR
6

Rp .1.100.000.00
Rp 1.050.000,00



BESARAN  TAMBAHAN  PENGHAS1LAN  BAG1  PEGAVVA1  NEGERI  SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI A.IUDAN BUPATI, VVAKIL BUPATI,
KETUA DPRD, SOPIR BUPATI, WAKII. BUPATI, KETUA DAN VVAKIL-WAK1L DPRD,
SEKDA, ASISTEN, PENATAUSA1IAAN  BUPATI. WAKII, BUPATI, SEKDA, ASISTEN
SETDA, STAF AHLI Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KAISUPATEN PONTIANAK.

K.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGIIASILAN  I!A(II  PEGAWA1  NI-GKRl  SIPII.
BERDASARKAN BEBAN KER.IA PER BULAN RACH Kl-PAI.A HPT Dl I.INGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO

1

1.

2.

3.

S.

12.

15....

16.

17

18
19

JABATAN

2

AjudanBupati
AjuclanWakilBupati

AjudanKetuaDPRD

Sop .Bupati

SopirWakilBupati

SopirKetuaDPRD

SopirWakilKetuaDPRD

b. Golongan11

PenatausahaanSekretarisDaerah

a. GolonganIII

b. GolonganII

.PenatausahaanAsistenSekretariatDaerah

a. Golongan111

b. GolonganII

PenatausahaanStafAhli

a. Goionganill

b. GoionganII

AhliSandi
oukanAhliSandi

BESARNYA TAMBAHAN

PENGHASILAN

3

Rp 1,000,000.00

Rp 950,000.00

Ro S50..000.00

Rp 750,000.00

Rp 900.000.00

Rp 825,000.00

NO

1

1.

JABATAN

2

KepaiaUPT
a. GolonganIV

b. GolonganIN

BESARNYA TAMBAHAN
PENGHASILAN

3

Rp 1.100.000,00

Rp 950.000,00



L.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGHAS1LAN  BACil  PEGAWA1  NEGERI  SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI VKRII'IKATOR, OPERATOR SIPKD,
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG Dl LINGKUNGAN P11MERINTA! I  KABUPAIEN
PONTIANAK.

M. BESARAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  BAG1  PEGAVVAI  NEGERI  SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI ANGGOTA SATUAN POIJS1
PAMONG PRAJA DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KAIHU'ATEN PONTIANAK.

NO

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

JABATAN

2

VerifikatorKeuanganDaerah

a. GolonganIII

]. Golongan1]

OperatorSistemInformasiPengeloiaanKeuanganDaerahpacla

w. @ @ @ @@
h. GolonganII

VerifikatorPengeloiaanBMD

s. GolonganIII

b. GolonganII

OperatorSIPKDpadaSKPDGolonganIII

a. Setda,Setwan,Badan,Dinas,RSUOdr.Rubini

b. Kantor,SatuanPolPP

c. Kecamatan

d. Kelurahan

OperatorSIPKDpadaSKPDGolonganII

a. Setda,Setwan,Badan,Dinas,RSUOdr.Rubini

b. Kantor,SatuanPolPP

c. Kecamatan

d. Kelurahan

Penyimpan/PengurusBarangGolongan111

a. NilaiAsetKurangdariRp.3Milysr

b. NilaiAsetlebihdariRp.3Milyars/dRp.10Milyar

c. NilaiAsetlebihdariRp.10Milyars/dRp.SOMilyar

d. NilaiAsetlebihdariRp.50Milyars/dRp.100Milyar

e. NilaiAsetlebihdariRp.100Milyar

Periyimpan/PengurusBarangGoiongari 11

a. NilaiAsetKurangdariRp.3Milyar

b. NilaiAsetlebihdariRp.3Milyars/dRp.10Milyar

c. NilaiAsetlebihdariRp.10Milyars/dRp.50Milyar

d. NilaiAsetlebihdariRp.50Milyars/dRp.lOOMilyar

e. NilaiAsetlebihdariRp.lOOMilyar

BESARNYA TAMBAHAN

PENGHASILAN

Rp i-3oq.ooq,og..

Rp 1.200.000,00

Rp 1.200.000,00

Rp 1.100.000,00

Rp 1.100.000,00

Rp i.oqo.ooo.oo

Rp 850.000,00

Rp 850.000,00

Rp 800.000,00

Rp 800.000,00

Rp 800.000,00

Rp 800.000,00

Rp 750.000,00

Rp 750.000,00

Rp 800.000,00

Rp 850.000,00

Rp 875.000,00

Rp 950.000,00

Rp 1.000.000.00

Rp 700.000,00

Rp 750.000,00

Rp 775.000,00

Rp 850.000,00

Rp 950.000,00

NO

1

1.

JABATAN

2

SatuanPolisiPamongPraja

a. KomandanKompi

b. WakilKomandanKompi

c. Provost

d. KomandanPleton

e. Waki!KomandanPleton

f. Anggota

BESARNYA TAMBAHAN
PENGHASILAN

3

Rp 950.000.00

Rp 900.000.00

Rp 875.000.00

Rp 850.000,00

Rp 825.000,00

Rp 800.000,00



N.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGHAS1LAN  BAG!  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA  PER BULAN BAGI  STAF  D!  LiNGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK..

O.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  BAG1
BERDASARKAN BEBAN KER.IA PER BULAN BAG1 1)1
KABUPATEN PONTIANAK.

I'F.GAWAI  NEGEKI  S1PIL
L1NGKUNGAN PEMERINTAI I

@rsiiiirisiiCfkan (?i Hflempawah

p Lb - KciffiETARi-S lK-:".'̂ V^e?.-p,aJii PONTIANAK

FIRMAN JULI PtfflTJAMA
PrPJTA UAtR&H KABUPAT N PONTIANAK

IHIPATI PONTIANAK

lid.

UIA INORSAN

NO

1

1.
2.
3.
4.

JABATAN

2

StafGolonganIV
StafGolonganIji
StafGolongan1danM
SekretarisOesaPNS(Golongan1danII)

BESARNYATAMBAHAN
PENGHASILAN

3

Rp 1.000.000.00
Rp 750.000,00
Rp 650.000,00
Rp 550.000,00

NO

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

JABATAN

2

PenyuluhLapanganPertanianGolonganIV
PenyuluhLapanganPertanianGolonganIII
PenyuluhLapanganPertanianGolonganIt
PenyuluhLapanganPeternakanGolonganIV
PenyuluhLapanganPeternakanGolonganHI
PenyuluhLapanganPeternakanGolongann
PenyuluhLapanganPerikananGolonganIV
PenyuluhLapanganPerikananGolongan!!!
PenyuluhLapanganPerikananGolongan!l
PenyuluhLapanganPerkebunandanKehutananGolongan(V
PenyuluhLapanganPerkebunandanKehutananGolonganIII
PenyuluhLapanganPerkebunandanKehutananGolongan1!
PenyuluhLapanganKeluargaBerencanaGolonganIV
PenyuiuhLapanganKeluargaBerenc3naGolonganHI
PenyuluhLapanganKeluargaBerencanaGolonganM

BESARNYATAMBAHAN
PENGHASILAN

3

Rp 650.000,00
Rp 550.000,00
Rp 450.000,00
Rp 650.000,00
Rp 550.000,00
Rp 450.000,00
Rp 650.000,00
Rp 550.000,00
Ro 450.000,00
Rp 550.000,00
Rp 550.000,00
Rp 450.000,00
Rp 650.000.00
Rp 550,000.00
Rp 450.000,00



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PONTIANAk
NOMOR  : 42 "I'AHUN 2013
TANGGAL : 23 ~ 12-2013
TENTANG  :  TAMBAHAN PENGIIASILAN BAGI PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAERAII.

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARK.AN
TEMP AT BERTUGAS
A.  TAMBAHAN  PENGHASILAN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL  BERDASARKAN

TEMPAT BERTUGAS PER BULAN BAGI TENAGA MEDIK, PARAMEDIK, , DAN
STAF PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU Dl LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

NO

1

1.

2.

3.

4.

JABATAN

2

TenagaMedis(dokterumum,doktergigi)

a.PuskesmasPerawatan/nonPerawatanGolonganIV

b.PuskesmasPerawatan/nonPerawatanGolonganIII

c. PuskesmasTerpencilGolonganIV

d.PuskesmasTerpencilGolongan111

e.PuskesmasSangatTerpencilGolonganIV

f. PuskesmasSangatTerpenci!Golongan111

TenagaParamedls(Bidan,Perawat,Perawatgigi)

a.PuskesmasPerawatan/nonPerawatanGolonganIV

b.PuskesmasPerawatan/nonPerawatanGolonganIII

c. PuskesmasPerawatan/nonPerawatanGolonganII

d.PuskesmasTerpencilGolonganIV

e.PuskesmasTerpencilGolonganIII

f. PuskesmasTerpencilGolonganII

g. PuskesmasSangatTerpencilGolonganIV

h.PuskesmasSangatTerpenci!GolonganIII

i. PuskesmasSangatTerpencilGolonganII

TenagaParamedisNonKeperawatan(Sanifasi,Gizi,Higyenis)

a.PuskesmasPerawatan/nonPerawatanGolonganIII

b.PuskesmasPerawatan/nonPerawatanGolonganil

c. PuskesmasTerpencilGolonganIII

e.PuskesmasTerpencilGolonganII

f. PuskesmasSangatTerpenci!Golongan111

g.PuskesmasSangatTerpencilGolonganII

Staf/TenagaLainnya

a.PuskesmasPerawatan/nonPerawatanGolonganIII

b.PuskesmasPerawatan/nonPerawatanGolongan1din 1!

c. PuskesmasTerpencilGolongan 111

e.PuskesmasTerpencilGolongan1danII

f. PuskesmasSangatTerpencilGolonganill

g.PuskesmasSangatTerpencilGolongan1danII

h.D3Farmasi

BESARNYA TAMBAHAN

PENGHASILAN

3

Rp 2.500.000,00

Rp 2.000.000,00

Rp 2.750.000.00

Rp 2.400.000,00

Rp 3.000.000,00

Rp 2.650.000,00

Rp 850.000,00

Rp 750.000,00

Rp 700.000,00

Rp 950.000,00

Rp 850.000,00

Rp 800.000,00

Rp 700.000,00

Rp 550.000,00

Rp 750.000,00

Rp 700.000,00

Rp 850.000,00

Rp 700.000,00

Rp 650.000,00

Rp 750.000,00

Rp 700.000,00

Rp 800.000,00

Rp 750.000,00

Rp 800.000,00



B.  TAMBAHAN  PENGHASILAN  PEGAWA1  NEGERI  SIPIL  BERDASARKAN
TEMPAT BERTUGAS PER BULAN BAGI GURU DAERAH TERPENCIL DAN
STAF DI DAERAH TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PONTIANAK

Oiy 'jdsnqkan di Mempawah ,

-̂ FSRMAN JULI PURNAMA
fc! ^(TA DAERAH KABUPATEN PONIIANAK

TAiiUM ...%S? NOMOR ...5

IHJI'ATI PONTIANAK

lid.

UIA NORSAN

NO

1

1.

2.

JABATAN

2

GuruSekolahDaerahTerpencil

a. GolonganIV

b. Golonganill

PenatausahaanSekolahDaerahTeroencil

a. GolonganIII

b. GolonganII

BESARNYA TAMBAHAN
PENGHASILAN

3

Rp 800.000,00

Rp 700.000,00

Rp 700.000,00

Rp 650.000.00



LAMPIRAN III PERATURAN BUI'ATI PONTIANAK
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

42TAHUN 2013
23-12-2013
TAMBAHAN PENGI1ASILAN RAG] PEGAWAI
NEGERISIPILDAERAII.

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWA1 NEGERI SIPIL BERDASARKAN
KONDISI KERJA

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGER1 SIPIL BERDASARKAN KONDISI
KERJA PER BULAN BAGI TENAGA MEDIS DI RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH.

uiismi.nMkan fii Wiompavvali
p.-ida (augnal.,...'.... y

-'HKMAN JULI PURNAMA
liERITA DAERAH KAiiUPATEN PONTIAWAK

TAHUN ...?<&...., NOMOR ....US

MJPATI PONTIANAK

lid.

R1A NOUSAN

MO

1

1.

2.

4.

JABATAN

2

PETUGASPROTEKSIRADIASI
a.Golongan!H
b.Golongan11
RAD1OGRAFER
a.GoJonganHI
b.Golongan 11
TEKNISI ELEKTROMEDIK
a.Golongan III
b.Golongan 11
PETUGAS KAMARGELAP

@a.Golonganill
b.GolonganII

BESARNVA TAMBAHAN
PENGHASILAN

3

Rp l.SQO.000,00
Rp 1.300.000,00

k|i 900.000,00
Rp 800.000.00



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

42 TAI-I UN 2013
23-12-2013
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPILDAERAI1.

I.  STANDAR PENGUKURAN UMUM.

1.  KOMPONEN PENGUKURAN JCEHAD1RAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN PONTIANAK.

No.

(1)
1.

2.

~>j.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Komponcii

(2)
Tidakhadirtanpaketerangan(TK)

TugasDinasLuar(TL)

Tidak mengikuti apel pagi tanpa kelerangan dan/alau
izin apel pagi lebih 2 kali berturul-lun.il dalain sain
bulanbukankarenaalasanyangmendesak.

Tidak mengikuti ape hari-hari besar nasional / liari
pemindahanibukotatanpaadaketerangan.
IzinTidakMasukKantor,seharipenuh terkaitclengan
masalah sosial yangbersifat darurat karena mengurus

keluarga yang sakit, kecelakaan, meninggal dunia,
izinnyaharusdisusulkankemudiandandiketahui oleh
KepalaUnitkerjayangbersangkutan.
IzinUntukMenchadiriUndanganResmi,dari instansi
pemerintahataulembagaresmikemasyarakatanseperti
acara PKK, Dhanna Wanita, Koniite Sekolah,

dibuktikan dengan undangan resmi kehadirannya
diketahui oleh Pejabat atau pcngurus yang
mengundang.

Sakitdenganpemberitahuandariyangbersangkulan.

Cuti (CutiTahunan,CutiBersalin,CuliSakil.dan(.'uti
karenaalasanpenting),maksimal2 bulan (PP Nomor
24Tahun 1976)kecualicutidi luartanggungannegara
CutidiLuarTanggunganNegara

TugasBelajar

Mengikuti pendidikanpenjenjangandan/alau l'elaiilian
teknis (sepertiOnthe job training)dibuklikan dengan
SuratPenugasandaripimpinan/atasanlangsung.

LiburKalender,cutibersama

.lunilah

Pcn^uritn^an

(3)
5%perban

Dibayarpenuh

2%perkali

2%perkali

Dibayarpenuh

Dibayarpenuh

Dibayarpenuh

Dibayarpenuh

Tidak
dibavarkan

Tidak
dibavarkan
Dibayarpenuh

Dibayarpenuh

Kode

(4)
1

i

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12



LAMPIRAN IV  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  : 42 TAHUN 2013
TANGGAL : 23- 12-2013
TENTANG  :  TAMBAHAN PENCil IASILAN BAGI PEGAWAI

NEGER1 S1PIL DAI-RAII.

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NHGERI S1PIL BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI

TAMBAHAN  PENGHASILAN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL  BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI PER BULAN BAGI TENAGA MEOIS D\ RSUD dr. RUB1NI
MEMPAWAH.

D'iindangkan di Mempawah
paia tanggal.2A.:.iz- ^

ptb - SEi<RETARIS DAFRAJUfteURWHrTONTIANAK

"flRMAN JULl'PURNAM*
ESR1TA DAERAH KABUPATEN PONTIAN:AK
TAHUM ,..?$ .... NOMOR iflS....

BUPATI I'ONTIANAK

ltd.

KIA NORSAN

NO

1

1.

JABATAN

2

MEDIK
l.'l DokterSpesialis(PNS)

1."2 DokterSpesialisAnesthesi(PNS)

BESARNYA TAMBAHAN

PENGHASILAN

3

Rp 10.000.000,00

Rp 10.000.000,00



2.  KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAG!  PEGAWAI NEGERI SIPIL
SELAKU VERIFIKATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH.

No.

(1)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Komponen

(2)
Tidakhadirtanpaketerangan(TK)

TugasDinasLuar(TL)

Tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan clan/alau
izin apel pagi lebih 2 kali bcrlurut-lurul dakiin salu
bulanbukankarenaalasanyangniendesak.

Tidak mengikuti ape hari-hari besar insional / hari
pemindahanibukotatanpaadaketerangan.

IzinTidakMasukKantor.sehari penuh leikaitdenuan
masalah sosial yang bersifat darural karena niengums

keluarga yang sakit, kecelakaan, mcninggal dunia,

izinnyaharusdisusulkankemudiandan diketahui olch
KepalaUnitkerjayangbersangkutan.
IzinUntukMetmhadiriUndanuanResmi.dari inslansi
pemerintahatau lembagaresmikemasyarakatanseperli

acara PKK, Dharma Wanita, Komile Sckolah.

dibuktikan dengan undangan resmi kehadirannya
diketahui oleh Pejabat alau pengurus yang
mengundang.

Sakitdenganpemberilahuandariyangbersangkulun.

Cuti(CutiTahunan.CutiBersalin,CutiSakit,danCuti
karenaalasanpenting),maksimal2 bulan (PPNomor
24Tahun 1976)kecualicutidi luartanggungannegara
CutidiLuarTanggunganNegara

TugasBelajar

Mengikutipendidikanpenjenjangandan/atau Pelalihan
teknis (sepertiOnthejob training)dibuktikan dengan
SuratPenugasandaripimpinan/atasanlangsung.

LiburKalender,cutibersama

Jumlali
Pcngurangan

(3)
10%perhati

Dibayarpenuh

2%perkali

2%perkali

Dibayarpenuh

Dibayarpenuh

Dibavarpenuh

Dibayarpenuh

Tidak
dibavarkan

Tidak
dibavarkan
Dibavarpenuh

Dibayarpenuh

Kodc

(4)
1

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12



3. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN  IUGI  PNS  BERDASARKAN

KONDISI KERJA.

4. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN DOKT1-R SPESIALLS

L'hiiidRiigkan di Mempawah

NTIANAK

-TTRMAN JULI PURNAMA

Bi'iVA iJAERAH KABUPATEN PONTIANAK

@lAHui'i C3S&. NOMOR ...I?.?.

IHU'ATI I'ONTIANAK

ltd.

RIA NORSAN

No.

1.

3.

Komponen

Tidakhadirtanpaketerangan 1 sainpaidengun4hari
Tidakhadirtanpaketerangan5sampaidengan 10hari
Tidakhadirtanpaketeranganlebihdari 10hari

,1uinlah

Pengurangun

4%perhari
8%perhari
Tidak
dibayarkan

Kodc

1
T

No.

1.

2.

3.

4.

Komponen

Tidakhadirtanpaketerangandalamsatubulan sampai
dengan4hari

Tidakhadirtanpaketerangandalamsatubulan lebih4
haris/d 10hari

Tidakhadir tanpaketerangandalam satu bulan lebih
10haris/d 15hari

Tidakhadir tanpaketerangan dalam salu bulan lebih
15hari

Junilah
Pengurangan

20 % dari TP
sebelum
dipotongpajak

50 % dari TP
sebelum

dipotongpajak

75 % dari TP
sebelum
dipotongpajak

Tidak
dibavarkan

Kocle

1

-i

3

4



II.  STANDAR PENGUKURAN KHUSUS

1. KOMPONEN PENGUKURAN PENIL1K PLS/PENGAWAS SEKOLAH, MINIMAL
DALAM 1 (SATU) BULAN SEBANYAK 8 (DFJ.APAN) KALI K.UN.IUNGAN KE
SEKOLAH/LEMBAGA.

Dalam hal melaksanakan tugas khusiis dan/alau Pendidikan Kepegawaian (Pelatihan,
Worshop, Penataran, Kursus, clan sejenisnya) dengan ketcntuan :

a. Tugas selama 1  (satu) minggu ditambah kewajiban minimal 6 (enamj kali
kunjungan Tainbahan Penghasilan dibayarkan pcnuh.

b. Tugas lebih dari  1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu ditambah
kewajiban minimal 4 (empat) kali kunjungan Tambahan Penghasilan dibayarkan
penuh.

c. Tugas lebih dari 2 (dua) minggu sampai dengan 3 (liga) minggu dilambah
kewajiban minimal  2  (dua) kali kunjungan Tambahan Penghasilan dibayarkan
penuh.

d. Tugas lebih dari 3 (tiga) minggu Tambahan Penghasilan dibayarkan penuh.
e. Tugas dan Kunjungan dibuktikan dengan laporan hasil kunjungan yang diketahui

oleh Pejabat yang dikunjungi.

2. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI DOKTER UMUM, DOKTER
GIGI,  PARAMEDIK  KEPERAWATAN  DAN  PARAMEDIK  NON
KEPERAWATAN,  PEMBANTU PARAMEDIK NON  KEPERAWATAN RSUD
dr. RUBINI MEMPAWAH

NO.

1.

i

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Komponenl'enguUuriin

Kurangdari 1 kalikunjungandaristandarminimal

Kurangdari2kalikunjungandaristandarminimal

Kurangdari3kalikunjunaandaristandarminimal

Kuranadari4kalikunjunuandaristandarminimal

Kurangdari5kalikunjungandaristandarminimal

Kurangdari6kalikunjungandaristandarminimal

Kurangdari7kalikunjungandarislandarminimal

Kurangdari8kalikunjungandaristandarminimal

Pcngurandan

5%
10%
20%
35%
50%
65%
SO%
100%

No.

1.

2,

3.

4.

Komponen

Dokter umum, doktcr gigi sctiap kali lidak
melaksanakantugastanpaketerangan

Paramedik keperawatan dan Paramedis Non
Keperavvatan setiap kali tidak melaksanakan lugas
tanpaketerangan

Dokterumum,doktergigi, Paramedik Keperawalan,

dan Paramedik Non Keperawatan lidak hadir lanpa
keteranganlebihdari 15hari tanpakelerangan

Doklerumum,doktergigi, Paramedik Keperawalan,

danParamedikNonKeperawatanyangmelaksanakan

TugasBelajar.

.lumlah

Peiifjurandan

S% per kali
daii nilai IP
sebelum

dipolongpajak
6% per kali
dari nilai TP
sebelum

dipotongpajak

Tidak
dibayarkan

Tidak
dibayarkan

k'ode

1

4



3. KOMPONEN PENGUKURAN  Kl-.l IAOIRAN  BACil  I'NS  HI-RDASARKAN
KONDISI KERJA.

4. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN DOKTKR SPRSIAI.IS

fiiiinriaiigkan c!i Mempawah

f Lb SEKRETAR!;i !.>;î ^ S2E!mffili!TIANAK

faRMAN JUL.I PURWT̂ MA

Bv.RHA DAF.RAK KABUPATEN PONTIANAK

Tfii-iiiM ...??.!3... NOMOR ..(.<3J?.

BUPAT! PONTIANAK

tld.

RIA NORSAN

No.

1.

2.

3.

Kompoiicn

Tidakhadirtanpaketerangan 1 sampaidcngan4hari
Tidakhadirtanpaketerangan5sampaidcugan 10hari
Tidakhadirtanpaketeranganlebihdari 10haii

Junilali

I'cn^ui'iiiii'an

4%perhari
8%perhari

Tidak
dibavarkan

Kodc

1

No.

1.

2.

3.

4.

Komponen

Tidakhadirtanpaketerangandalamsatubulan sampai
dengan4hari

Tidakhadirtanpaketerangandalamsatubulan Icbih4
haris/d 10hari

Tidak hadir tanpaketerangan dalam satu bulan lebih
10haris/d 15hari

Tidakhadir tanpaketerangan dalam satu bulan lebih
15hari

.limilah

Pen uran an

20 % dciri TP
sebclum

dipolongpajak

50 % dari TP
sebelum

dipolongpajak

75 % dari TP
sebclum

dipolongpajak

Tidak
dibavarkan

Kodc

1

2

1

4



B.  TAMBAHAN  PENGHASILAN  PEGAWAJ  NEGER1  SIPIL  BERDASARKAN
TEMPAT BERTUGAS PER BULAN BAGI GURU DAERAH TERPENCIL DAN
STAF DI DAERAH TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PONTIANAK

Plfc
iliundangkan rii Mempawah
psda tanggal..?i.-..<?-''Zo^

@ SEilRETARIS PAfĴ SiJCjffwrPONTIANAK

?NAK">

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FAHUN ....'Sl>.... NOMOR ...iffi

IHU'ATI I'ONTIANAK.

lid.

RIA NOUSAN

NO

1

1.

2.

JABATAN

2

GuruSekolahDaerahTerpencil

a. GolonganIV

b. GolonganIII

PenatausahaanSekolahDaerahTerpencil

a. GolonganII!

b. GolonganII

BESARNYA TAMBAHAN

PENGHASILAN

Rp 700.000,00

Rp 650.000,00



N.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  BAGI  PEGAWAI  NEGERI  S1PIL
BERDASARKAN BEBAN KER.IA  PER  BULAN BAGI  STAF  Dl  LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.

O.  BESARAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  BACil
BERDASARKAN BEBAN KER.IA PER BULAN BACil 1)1
KABUPATEN PONTIANAK.

PI-CiAWAI  NP.GKKI  SII'II.

I.INCiKUNGAN PI-MI-RINTAI1

'V-indangkan (3i Mempawah
!, .-la taRggsi. .ttr&'Wy IHIPATI I'ONTIANAK

tld.

RIA NORSAN
@* FIRMAN JIILITPRNAMA

FKITA DAERAH HASUPATEN P0NT1ANAK

TSltilli ..3&...... NOMOR ..VS

NO

1

4.

JABATAN

StafGolonganIV
StafGolonganHi
StafGolongan1danII
SekretarisDesaPN5(Golongan1danII)

BESARNYATAMBAHAN
PENGHASILAN

3

Rp 1.000.000,00
Rp 750.000,00
Rp 650.000,00
Rp 550.000,00

NO

1

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

JABATAN

2

PenyuluhLapanganPertanianGoionganIV
PenyuluhLapanganPertanianGolonganIII
PenyuluhLapanganPertanianGoionganli
PenyuluhLapanganPeternakanGolonganIV
PenyuluhLapanganPeternakanGolonganill
PenyuluhLapanganPeternakanGolongan!i
PenyuluhLapanganPerikananGolonganIV
PenyuluhLapanganPerikananGolongan11!
Penyuluh LapanganPerikananGolonganII
PenyuluhLapanganPerkebunandanKehutananGolonganIV
PenyuluhLapanganPerkebunandanKehutananGolonganIII
PenyuluhLapanganPerkebunandanKehutananGolonganII
PenyuluhLapanganKeluargaBerencanaGolonganIV
PenyuluhLapanganKeluargaBerencanaGolonganlit
PenyuluhLapanganKeluargaBerencanaGolongsnII

BESARNYATAMBAHAN
PENQHASILAN

3

Rp 650.000,00
Rp 550.000,00
Rp 450.000,00
Rp 650.000,00
Rp 550.000,00
Rp 450.000,00
Rp 650.000,00
Rp 550.000,00
Rp 450.000,00
Rp 650.000.00
Rp 550.000,00
Rp 450.000,00
Rp 650.000,00
Rp 550.000,00
Rp 450.000,00



LAMPIRAN III  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  : 42TAHUN 2013
TANGGAL :  23- 12-2013
TENTANG  : TAMBAHAN PENG! IASILAN BAG

NEGERI SIPIL DAERA1I.
'EG AW AI

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SII'IL BERDASARKAN
KONDISI KER.TA

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI S1IMI. BERDASARICAN KONDISI
KERJA PER BULAN BAGI TENAGA MEDIS DI RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH.

L/undaiigkan t-\ Mempawah
p.<da tanatsal... .̂;.1.̂ *21"?

P \ o -3;:i\ TAR!S QAril̂ ÛT̂ gjONTIANAK

FIRMAN JUL.I PUTTna **

EERiTA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN ...CftLL.. NOMOR ... ?.

BUPATI PONTIANAK

ttd.

RIA NORSAN

NO

a

4.

JABATAN

2

PETUGASPROTEKS1 RAD1ASI
a.GolonganIU
b.Golonganii
RADIOGRArER
a.Golongan111
b.GolonganH
TEKNJSI ELEKTROMEDIK
a.GolonganH!
b.GoionganU
PETUGASKAMARGELAP
a.Golongantt\
.GoionganU

BESARNYA TAMBAHAN
PENGHASILAN

3

Rp 900.000,00
Rp 800.000,00



LAMPIRAN IV  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

42TAHUN20I3
23- 12-2013
TAMBAHAN PRNCil IASII.AN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPILOAI-RAII.

kriteria tambahan penghasilan pegawai negkki sipii. berdasarkan
kelangkaan profesi

tambahan  penghasilan  pegawai  ni -x ji @: ki  sipil  berdasarkan
kelangkaan profesi per bulan bagi tenaga ml-dis di rsud dr. rubin]
me;mpawah.

Oiuiidangkan di Mempawah
pada tanggal..?:?:..1.2'2^

Ptt - SEKHETARIS DAEiMMjdteWATEffPONTIANAK

FTRMAN JULI PURNAVIA
BERfTA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN ..2?:.!.... NOMOR ..COS

IMJPATI I'ONTIANAK

ltd.

UFA NORSAN

NO

1

1.

JABATAN

2

MEDIK
1.1 DokterSpesialis(PNS)

1.2 DokterSpesialisAnesthesi (PNS)

BESARNYA TAMBAHAN

PENGHASILAN

3

Rp 10.000.000,00

Rp 10.000.000,00



BAB IV
PENGAWASAN DAN PliNGfiNDAUAN

Pasal 1 1

(1) Pengawasan penilaian Pegawai Negeri  Sipil  Daerali.  calon Pegawai Negeri  Sipil
dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkal Dacrah dan/atau oleh pejabat yang
membidangi aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada
Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian;

(2) Dalam hal pembayaran tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil / calon Pegawai Negeri Sipil
harus disetujui oleh kepala satuan kerja masing-masing;

(3) Apabila pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembayaran tambahan
penghasilan tidak mentaati ketentuan di alas, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETliNTUAN PliNUTUP

Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka lambahan pcngliasilan bcrdasarkan beban kerja

sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Bupali  I'oiiiianak Nomoi  7 Tahun 2009.

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada langgal I .lanuari 2014.

Ag.ir setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pcngiiiidaiigan I'eialuran Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berila Daerah Kabupalen Ponlianak.

dileiapkan di Mcnipawah
<. n-v-jkai dt Mempawah Pa<-la langgal  23-1 2- 20 I 3

p| b-"  '  ' KJ.s^V^W^JraTEHPnNTIANAK BUPATI PONTIANAK

^^iMMLmLisw^mu uia noksan

KE@*,;- UAlRAH KABUMTEN PONTIANAK

1/M-iUM ...'SfA?.... NOMOR ..AS?.


